
 

  

BERITA NEGARA 

REPUBLIK INDONESIA 
No.1149, 2020 KEMENPAN-RB. Aparatur Sipil Negara. 

Pengadaan. 

 

 

PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA 

DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 66 TAHUN 2020 

TENTANG 

PENGADAAN APARATUR SIPIL NEGARA DI KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN 

APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA 

DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA, 

 

 

Menimbang : a.  bahwa untuk memenuhi kebutuhan Aparatur Sipil Negara 

di lingkungan Kementerian Pendayagunaan Aparatur 

Negara dan Reformasi Birokrasi yang objektif perlu 

menyelenggarakan pengadaan Aparatur Sipil Negara 

berdasarkan sistem merit;  

b.  bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana  

dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan 

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi 

Birokrasi tentang Pengadaan Aparatur Sipil Negara di 

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi; 

 

Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang 

Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik 
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Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4916); 

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur 

Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5494); 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang 

Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 

Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan 

Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen 

Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6477); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang 

Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 

Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6264); 

6. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2015 tentang 

Kementerian  Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 89); 

7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2019 tentang 

Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendayagunaan 

Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1593); 

 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR 

NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI TENTANG 

PENGADAAN APARATUR SIPIL NEGARA DI KEMENTERIAN 

PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI 

BIROKRASI. 
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BAB I 

KETENTUAN UMUM 

 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 

1. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN 

adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan pegawai 

pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada 

instansi pemerintah. 

2. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut 

Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai 

pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh 

pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas negara 

lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-

undangan. 

3. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS 

adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat 

tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh 

pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan 

pemerintahan. 

4. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang 

selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara 

Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat 

berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu 

tertentu dalam rangka melaksanakan tugas 

pemerintahan. 

5. Pengadaan ASN adalah proses kegiatan pengisian 

kebutuhan yang lowong dimulai dari perencanaan, 

pengumuman lowongan, pelamaran, seleksi, 

pengumuman hasil seleksi, pengangkatan calon ASN dan 

masa percobaan calon ASN, dan pengangkatan menjadi 

ASN. 

6. Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disingkat 

PPK adalah pejabat yang mempunyai kewenangan 

menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan 

pemberhentian Pegawai ASN dan pembinaan manajemen 
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ASN di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan. 

7. Panitia Seleksi Nasional Pengadaan Aparatur Sipil Negara 

yang selanjutnya disebut Panselnas adalah Panitia yang 

dibentuk oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara 

dan Reformasi Birokrasi untuk menyiapkan dan 

menyelenggarakan seleksi Calon ASN secara nasional, 

yang secara teknis dilakukan oleh Kepala Badan 

Kepegawaian Negara selaku Ketua Tim Pelaksana. 

Panselnas dapat pula memberikan rekomendasi kepada 

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi 

Birokrasi terkait dengan masalah kepegawaian pada 

umumnya.  

8. Panitia Seleksi Kementerian Pengadaan ASN yang 

selanjutnya disebut Panitia Seleksi Kementerian adalah 

Panitia yang dibentuk oleh PPK untuk melaksanakan 

proses pengadaan PNS di Instansi Pemerintah yang 

meliputi kegiatan perencanaan, pengumuman lowongan, 

pelamaran, seleksi, dan pengumuman hasil seleksi. 

9. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan 

pemerintah di bidang pendayagunaan aparatur negara. 

10. Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan 

urusan pemerintah di bidang pendayagunaan aparatur 

negara. 

 

BAB II 

PRINSIP PENGADAAN APARATUR SIPIL NEGARA 

 

Pasal 2  

Pengadaan ASN dilakukan berdasarkan prinsip: 

a. terbuka; 

b. kompetitif; 

c. transparan; 

d. adil; 

e. objektif; 

f. bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme; dan 

g. tidak dipungut biaya. 
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Pasal 3 

Pengadaan ASN di Kementerian terdiri atas; 

a. pengadaan PNS; 

b. pengadaan PPPK; dan 

c. pengadaan PNS yang berasal dari Sekolah Kedinasan. 

 

BAB III 

PENGADAAN PEGAWAI NEGERI SIPIL 

 

Pasal 4 

(1) Pengadaan PNS merupakan kegiatan untuk mengisi 

kebutuhan: 

a. jabatan administrasi, khusus pada Jabatan 

Pelaksana; 

b. jabatan fungsional keahlian, khusus pada jabatan 

fungsional ahli pertama dan jabatan fungsional ahli 

muda; 

c. jabatan fungsional keterampilan, khusus pada 

jabatan fungsional pemula dan jabatan fungsional 

terampil. 

(2) Pengadaan di Kementerian berdasarkan penetapan 

kebutuhan oleh Menteri. 

(3) Penetapan kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat 

(2) diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-

undangan. 

 

Pasal 5 

Dalam rangka pelaksanaan pengadaan PNS di Kementerian, 

PPK membentuk dan menetapkan panitia seleksi 

pengadaan PNS Kementerian. 

 

Pasal 6 

Tahapan pengadaan PNS dilakukan melalui: 

a. perencanaan; 

b. pengumuman lowongan; 

c. pelamaran; 

d. seleksi; 


